ABSTRAK

Fraud hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara
berkembang maupun negara maju. Fraud ini hampir terjadi di seluruh sektor
pemerintahan dan sektor swasta. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun tidak luput dari kecurangan akuntasi. Fraud
adalah kecurangan, sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti
ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan
penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material. The Association of
Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan
Bersertifikat, mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan
dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu, Penyimpangan atas asset (Asset
Misappropriation), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement),
dan Korupsi (Corruption).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah
satu lembaga pemerintah non kementerian Indonesia mempunyai sebuah program
pengendalian yang bernama Fraud Control Plan (FCP) yang dirancang secara
spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian
yang berindikasi fraud. Program ini dirancang untuk melindungi entitas pemerintah
maupun organisasi lain dari kemungkinan kejadian fraud dan ditandai dengan
adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari
sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang dipengaruhi oleh situasi dan
kondisi masing-masing organisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang
diperoleh dari hasil penelitian dianalisis kemudian diinterpretasikan. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode survey, sedangkan teknik pengumpulan
data menggunakan media kuesioner, wawancara dan focus grup discussion.
Hasilnya kemudian dianalisis dan dibuat simpulan. Hasil akhirnya berupa
rekomendasi perbaikan untuk manajemen PT. XYZ Kabupaten Gresik untuk
mendesain, mengembangkan dan mengimplementasikan FCP dalam mencegah,
mendeteksi, dan menindaklanjuti kejadian yang berindikasi fraud.
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